Mengingat

Tahun 2018 dan Nomor 99 Tahun

bahwa dalam rangka Pelaksanaan
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2

Perubahan Ketiga, Keempat dan -kehma- atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian beah da.n-
Bantuan Sosial yang bersumber dari Ang;
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu
penyempurnaan Peraturan Bupatl Mempawah
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mempawah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Mempawah tentang Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten
Mempawah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6398);




Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenan _
Bantuan Sosial yang bersumber dari A 3
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita N‘egara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 15);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 :
Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015
Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 i
Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran |
Daerah Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah ‘
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 '
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH

DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH.
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Istansl | Vertiicl perangkat e e danjatan lembaga
pemerintah non Kementerian di daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) atau dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah yang bertugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat




selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen y
‘memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang diguna

18.

19.

20.
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23.
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sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak
diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD
adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah
daerah dengan penerima hibah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Kkeuangan
Daerah.

Situs Web adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik
terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar,
video atau jenis-jenis berkas lainnya, yang  ditempatkan
setidaknya pada sebuah server web yang bisa diakses melalui




BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(1)
(2)

(1)
(2)

Pasal 3

Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.

Belanja Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berbentuk :

a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;

b. hewan dan tumbuhan; dan

c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk teknis, pendidikan,

pelatihan dan jasa lainnya.

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk :

a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap
lainnya;

b. hewan dan tumbuhan; dan

c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.




| dltujukma untuk menunjang“pencapalaﬂ ‘sasaran progra

(4)

(1)

(2)

lgeglatan Pemerintah Daerah, dengan memperha

kepatutan, rasionalitas dan

masyarakat.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi kreteria paling sedikit :

a.
b.
C:

Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

Bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan _

Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada
pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintah daerah untuk keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan lembaga yang telah diatur dengan peraturan
perundang-undangan dapat diberikan bantuan berturut-
turut karena sebagai perpanjangan tangan pemerintah
dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah seperti
PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK.

Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung  terselenggaranya  fungsi  pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

Memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari
Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian
vang wilayah kerjanya berada di dalam daerah yang
bersangkutan.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.




(6)

(1)

(2)

(3)

v y . ‘
yang d1beutuk berdasarkan pezamuan p
dengan akte notaris;
b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh
Menteri, Gubernur atau Wali Kota atau Bupati; atau

c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyamkat/kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal
atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Belanja Hibah kepada organisasi Kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Organisasi

Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau

Organisasi  Kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum

perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan

hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi
Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari
Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda
penduduk elektronik

Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan
anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaknai
penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk
elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah
APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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(1)

Pasal 9

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan pahngsedﬁcit

a. Memiliki kepengurusan didaerah domisili;

b. Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
atau sebutan lainnya; dan

¢. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah
daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan
diluar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka
menunjang pencapaian sasaran program dan Kkegiatan
pemerintah daerah pemberi hibah.

Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), diberikan dengan persyaratan

paling sedikit :

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah
Kabupaten Mempawah; dan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 10

Kegiatan yang dapat didukung oleh dana hibah, adalah kegiatan

yang terkait dengan;

a. peningkatan efektifitas instansi-instansi vertikal di daerah
Kabupaten Mempawah;

b. peningkatan pelayanan publik di daerah Kecamatan se
Kabupaten Mempawah;



(1)
(2)

(3)

ik upaya—upaya untuk memperbaiki dan mempertahank
kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alar
m. penguatan kelembagaan-kelembagaan maayarakat agar dapat
berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan bagi warga
masyarakat;

n. pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan usaha
kecil dan menengah maupun usaha lainnya;

o. pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;

p. bantuan kepada organisasi profesi.

Pasal 11

Bupati dalam rangka memverifikasi usulan  proposal

hibah/bansos membentuk Tim Pertimbangan.

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan

susunan keanggotaan, terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Ketua;

b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;

c. 3 (tiga) orang Sekretaris;

d. Anggota sesuai kebutuhan yang berasal dari Perangkat Daerah
terkait.

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

membantu TAPD dalam:

a. menyusun rencana dan jadwal kerja Tim;

b. melaksanakan rapat-rapat berkaitan dengan pelaksanaan
evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;

c. mengkoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam melakukan
evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial,

d. meninjau lapangan bersama OPD yang membidangi melihat
kondisi keberadaan dan kebutuhan pihak pemohon;



(1) Pengajuan dan pendaftaran Hibah ole

Organisasi, melalui : 3 e
a. Mendaftarkan  proposal ~ Hibah  melalui  website
http:/ /salingbantu.mempawahkab.go.id/ dengan mengisi :
- username '
- password. _
b. Kemudian mengisi Form pendaftaran dengan mengisi;
- Username
- Password
- Ulangi password
- Nama (individu atau Organisasi)
- Alamat
- Nomor telepon
- Nomor KTP
- Email
. Proposal secara tertulis disampaikan ke Bupati Mempawah
melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Mempawah.
Proposal yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Syarat pengajuan proposal :
1) Proposal
Isi Proposal harus ada :
- latar Belakang
- maksud dan tujuan
- waktu pelaksanaan tidak boleh fleksibel harus ditentukan
dari tanggal berapa pelaksanaan sampai batas waktu
penyelesaian
2) Nomor telepon pemohon proposal yang bisa dihubungi
3) Fotocopy KTP Ketua Panitia atau Sekretaris
4) Rincian anggaran Biaya
5) Foto/ Sketsa Bangunan
6) Fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga
7) Softcopy proposal dalam bentuk PDF (maksimal 1MB)
8) Yang bersangkutan harus punya email.




Bat mrakhir penyampaian Hibah paling lambat
" tahu 'bm:faiannﬁtukh;bahtahunbeﬁkuﬁwa

Bagian Keempat
Tugas Operator Bagian Umum

Pasal 13

(1) Bagian Umum (operator) setelah menerima proposal paling lama

1 kali 24 jam, dengan:

a. Mengecek apakah proposal tersebut sudah didaftarkan
diaplikasi melalui website
http://salingbantu.mempawahkab.go.id /

b.Jika belum maka diwajibkan untuk didaftar terlebih
dahulu melalui aplikasi website
http:/ /salingbantu.mempawahkab.go.id/ (pendaftaran online
dapat dibantu langsung oleh operator)

c. Jika proposal hasil pengecekan sudah terdaftar di aplikasi
melalui web maka Bagian Umum melakukan verifikasi langsung
terhadap kelengkapan persyaratan administrasi

d. Jika secara administrasi proposal belum dilengkapi persyaratan
yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan
maka proposal dikembalikan kepada pemohon untuk
melengkapi kekurangan terhadap syarat-syarat tersebut

e. Jika proposal telah melampirkan persyaratan secara lengkap
maka proposal dapat diterima dengan tanda terima
ditandatangani petugas (tanda terima di kodefikasi sesuai
usulan dihimpun dalam satu file khusus disimpan secara
berurutan)

f. Proposal yang sudah lengkap dan sudah diterima petugas
secara resmi diteruskan dengan register ke TU Pimpinan.

Pasal 14

(1) TU Pimpinan menerima proposal dari Bagian Umum dengan tanda

terima, kemudian:

a. TU Pimpinan mencatat pada register:
- Nama (individu atau organisasi);
- Judul kegiatan;




suhstansi Proposal fersébut
b. Tim secara bersama sama melakukan penmJ&uaﬂ- den%??l _

- Mengecek keberadaan pengurus dilapangan (keler
keanggotaan pengurus, keaktifan Pengums--
keterlibatan/pengetahuan pengurus terhadap proposal yang
diajukan) dalam rangka memastikan apakah proposal usulan
benar-benar kehendak anggota pengurus;

- Mengecek keberadaan domisili Sekretariat lembaga dan
keaktifan Sekretariat yang bersangkutan;

- Mengecek aktifitas Organisasi selama ini, dan peran
dimasyarakat, serta hubungannya dengan program kegiatan
pemerintah;

- Mengecek rencana kegiatan yang pendanaannya yang
dimohonkan bantuan Pemerintah Daerah tersebut.

. Hasil peninjauan lapangan SKPD teknis yang tupoksinya
berhubungan dengan substansi proposal paling lama 2 kali 24
jam sejak peninjauan lapangan melakukan kajian-kajian dan
menyampaikan hasil evaluasi atas usulan/proposal hibah serta
hasil kajian teknis kepada Ketua Tim Pertimbangan.

.Ketua Tim Pertimbangan paling lama 2 kali 24 jam setelah
menerima kajian dari SKPD teknis wajib menggelar rapat pleno
untuk merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan
kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

.Tim  Pertimbangan  menetapkan  Rekomendasi  yang
ditandatangani oleh Ketua dilampirkan Berita Acara atau
Notulen Rapat hasil rapat yang ditandatangani semua Ketua,
Sekretaris berikut anggota yang hadir dalam rapat pleno.

. Ketua menyampaikan Rekomendasi kepada Bupati cq.

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

(2) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf ¢ tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
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(1)
)
)

d-lte'talﬂkﬂn pemenntah pusat mendapat hib&h. secara terus
menerus (PMI, Pramuka, Koni, Korpri dan PKK) dan
lembaga/organisasi yang sangat urgent.

Bagian Kelima
Penganggaran
Pasal 17
Data proposal yang digunakan TAPD dalam pembahasan adalah
data permohonan hibah/bansos dari website

http://salingbantu.mempawahkab.go.id/ yang telah
direkomendasi oleh Tim Pertimbangan.

Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi sebagaimana terformat di  website
http:/ /salingbantu.mempawahkab.go.id/ tentang nama
organisasi pemohon, alamat organisasi dan jumlah anggaran
yang diusulkan.

Pasal 18

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-OPD.
RKA-PPKD dan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD
sesuai peraturan perundang-undangan.



(1)
(2)

(9]
2)

3

)

1)

DPA-PPKD. "'
Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa
berdasarkan atas DPA-OPD. '

Pasal 21

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh Bupati dan Penerima Hibah.

Contoh format NPHD dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan
mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

f.tata cara pelaporan hibah.

Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD yang akan ditetapkan kemudian dalam
Keputusan Bupati.

Pasal 22

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang
dan jenis barang dan jasa yang akan dihibahkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
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(1)

(2)

reahsam penggunaan angga.ran disertm d SL
kesanggupan dan kebenaran penggunaan dana thah aleh
pimpinan lembaga penerima hibah, dengan contoh format Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah
sebagammna tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati
ini.

Pasal 24

Pembayaran hibah dilakukan dalam bentuk uang yang ditransfer
langsung oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah atau
Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Penerima Hibah yang
tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati prosedur pencairan
dan pembayaran seperti diatur dalam perundang-undangan yang
berlaku.

Transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dari rekening kas umum daerah ke rekening Penerima Hibah.

Pasal 25

Setelah hibah diterima di rekening Penerima Hibah, maka
sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak penerima dalam
pengendalian penggunaan dana hibah sesuai yang disepakati
dalam NPHD.

Pihak Penerima Hibah bertanggungjawab mutlak secara hukum
jika terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tidak
sesuai dengan NPHD.
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a. Surat Pernyataan mutlak dari penerima hibah.

b. NPHD antara Kepala OPD dengan Penerima hibah.

c. Keputusan Bupati tentang barang yang diserahkan pihak
ketiga.

d. Berita Acara Serah Terima.

Jasa yang telah siap dan telah melewati proses pengadaan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat langsung digunakan
untuk melayani penerima hibah.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan Perangkat Daerah terkait.

Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah terkait.

Contoh format Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program
dan kegiatan pada OPD terkait.
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pada ays
Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material
dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas
penggunaan dana hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan
sesuai NPHD; dan '

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa
uang atau salinan berita acara serah terima barang/jasa bagi
penerima hibah berupa barang/jasa.

Contoh format pernyataan tanggungjawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII
Peraturan Bupati ini.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah
seluruh dana hibah digunakan sesuai dengan peruntukan
penggunaannya atau bagi penerima hibah yang menerima pada
triwulan IV maka paling lambat seluruh atau sebagian dana telah
digunakan harus dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari
tahun berikutnya dengan melampirkan rekening koran.

Pasal 31

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

pemerintah daerah.
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Pasal 32 ayat (1), meliputi:

a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang n

keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis 'wmal '.

ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, mental
spiritual, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi
individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan

terjadinya risiko sosial.
Pasal 34

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas
bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/ atau atas
usulan kepala OPD

Jumlah pagu usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling tinggi 50 persen (lima puluh persen) dari pagu
bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner
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Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah

Kabupaten Mempawah.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian
bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah
lepas dari risiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial
meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan

f. penanggulangan bencana.

Pasal 36

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani
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(1

mata pencahanan dan t:ldak dapat memenuiﬂ kebu
layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pa .
ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan
untuk rehabilitasi.

Pasal 37

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima
langsung oleh penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola
yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,
cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang
tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada
penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah
luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan
perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian
kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 38

Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan
Belanja Bantuan Sosial meliputi:

a. pembinaan kewirausahaan;

b. bimbingan mental spritual;

c. bimbingan fisik;
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; ; \pat usaha;
peningkatan akses pemasaran haail usaha;
penataan lingkungan;

supervisi dan advokasi sosial;

penguatan keserasmn sosial; dan
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Belanja Bantuan Sosial, meliputi :

a. penyuluhan dan bimbingan sosial;

b. pelayanan sosial;

c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, pendidikan
dasar, perumahan dan pemukiman; dan

e. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran
hasil usaha.

Jenis Kkegiatan penanggulangan bencana yang dapat

diberikan Belanja Bantuan Sosial, meliputi :

a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang,
kesehatan, dan penampungan;

b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;

c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. santunan duka cita; dan

e. santunan kecacatan.

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Seleksi Proposal Bantuan Sosial Terencana
Pasal 39

Individu dan/atau keluarga, dan/atau Anggota/kelompok
masyarakat menyampaikan usulan/Proposal Bantuan Sosial
tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Contoh format usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [X Peraturan
Bupati ini.




(5)

(6)

(7)

€5

(2)

Bupatl cq. Sekretans Daerah selaku Ketua TAPD.

e. Tim Pertimbangan menetapkan Rekomendasi yang

ditandatangani oleh Ketua Tim Pertimbangan dilampirkan
Berita Acara atau Notulen Rapat hasil rapat yang
ditandatangani semua ketua, Sekretaris berikut anggota
yang hadir dalam rapat pleno.

f. Ketua Tim Pertimbangan menyampaikan Rekomendasi
kepada Bupati cq Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim
TAPD.

Setelah Sekretaris Daerah menerima rekomendasi dari Tim

Pertimbangan, kemudian diteruskan ke BPKAD selaku

Sekretariat TAPD.,

Contoh format rekomendasi usulan/ proposal Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran X Peraturan Bupati ini.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal 40

Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (5), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan
sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang.




)

(1)

(2)

(3)
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b. masyarakat;

b. lembaga non pemerintahan.

Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa,
obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja
bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada OPD,

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 43

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. .
Contoh format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan
pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34.

Penyaluran/penyerahan  bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, didasarkan pada
permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang




berdasarkan atas DPA-SKED.

Pasal 45

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan kepada OPD terkait.

Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala OPD
terkait.

Contoh format penggunaan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran
XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja
bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek
belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam
program dan kegiatan pada SKPD terkait.
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kepada Bupati; | -

_ Bupati tentang penetapan daftar penerim

bantuan sosial; )

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf ¢ dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi

individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

Pasal 50

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan
sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan
usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial
berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi
penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat
tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan
sosial selaku obyek pemeriksaan.




MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

(1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian
hibah dan bantuan sosial. _

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 54

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan
sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima
hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
AUDIT KEUANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan audit keuangan
kepada setiap penerima hibah dan bantuan sosial dengan tujuan
untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang daerah.

(2) Pengendalian terhadap pelaksanaan serta realisasi hibah dan
bantuan sosial dilakukan oleh SKPD yang terkait.

(3) Audit keuangan terhadap pelaksanaan pemberian hibah dan
bantuan sosial dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(4) Hasil Audit dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.



sosia _‘tan—keg:atan yang ha.rus lakuka elola
bantuan dana hibah dan dana bantuan sosial tema t mulai dari
pengajuan dan seleksi proposal, penganggaran, penetapan keputusan,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, serta audit leeuangan
dan pengendalian termasuk upaya-upaya hukum terkait dengan
penegakan akuntabilitas dibebankan kepada APBD Pemerintah
Kabupaten Mempawah.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Mempawah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 25), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal S- 3 ~2020

Ciundan ghan di empawah
pada tanggal £.£.o.852030 ﬁ:j' UPATI MPAWAH f
SEKRETARIS RAH KABUPATEN MEMPAWAH

WABUPATEN MEMPAWAH




BUPATI MEMPAWAH

Di
Tempat

tugas-tugas _pemermmhan

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan
_mpa%'ummzxommsa veeveneenene di wilayah

kiranya dapat diberikan bantvan dalam bentuk  hibah  berupa
csessossmassnisstsetstreshersenriastisiny schingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat
berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan
daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

oo

Berkaitan dengan hal tersebut, kami menghartsfkan kiranya berkenan
untuk dapat membantu kami dalam ben pemberian  hibah
Sebagai bahan pertimbangan
Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.
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sesae e ) seseanne anau vassdsiarrananns

Yang bemndak untuk dan atas nama BUPATI MEMPAWAH yang selanjumya
disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : v vaioaet ; T A e
NoKIP =i roviirsensofenssestinns idestsnessaianss s VTR ORI S A e e A
Jabatan dalam Orgamsas1 ....................... B e e T s TR
Alamat ..., - . sest s e g e T e O L

Yang bertindak untuk dan atas nama ...

(RN BI e e Desa/KeIurahan ............................. K.ecamatan
Kabupatcn/Kota yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang
sebesars  RD. e eneone P e Al e o M e S e R

(2) Hibah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

.............................................................................................................................

(1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.
(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA menngajukan permohonan kepada
PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. Foto copy Rekening yang masih aktif;



Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK
KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

() PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas

penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban pe; unaan yang

disampaikan kepada PTHAK KEDUA. ..
(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh
PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh
Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Pasal 5
(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar
pertama dan kedua masing-masing permaterai cukup sehingga mempunyai

kekuatan hukum sama.
(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam

Addendum.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

(Nama Penerima Hibah)

fBUPATi EMPAWAH /\

A

B —



UnItKEtJa ::::::ooo LIKRAY LS aesannun '|"---l-'.s.:--‘ S
Yang bertindak untukdan atas na.maBUPA’II MEMPAWAH yang se]aﬂjim‘ga

disebut PIHAK PERTAMA.

IV. m: :

Nama O L 1 17,0 ot A 7o s a3
N O veess
Jabatanda]amo amsasr : -

OOOOOIDOOOOIOCIlU"tl!lo;----sto.o"l‘l_llll.‘blli‘tlllllll.lllo..ll..l'
AIRMAL 3 Loicseensessosisarabisbsstsisasonsissvvstsssyovsbyslsiitstsvassnnasnssnstape cunseviess S ULI0IcES

Yang bertindak untuk dan atas nama ............... ;
(sekolah) crererreessineneesssnnannneeDesa/Kelurahan. ... ....coeseseeesesanenees Kecamatan

Kabupaten/Kota eeeeeeeeeteessessesssesomeenseene. yang  selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang
sejumlah.............unit dengan nilai ‘sebesat RPi...ccciiniiicessiacaseietees

.......................................................................................................................

Pasal 2

(1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi
keadaan baik.

(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara
serah terima barang.




(Nama Penerima Hibah)

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal .:?..‘.‘.{.a'.f?lm

SEKRETARIS H KABUPATEN MEMPAWAR®

(Nama Pemberi

rBUPA ..EMPAWAH

e



Nighipitiont

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

b. bahwa budasarkan péfﬁmbangan ersebiit hurdf & i atay perlu
menetapkan Keputusan Bupati mempawah tentang Daftar Penenma_
Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor ... Tahun .....
tentang APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran....... ;

2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ...Tahun .... tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran ........;

3. Peraturan Bupati Mempawah tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial.

Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa
Tahun Anggaran ...............

. Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun

Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati
ini.
Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun
Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati
ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietatpkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dialakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .....................

................................................
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Diundangkan di Mgfnpawah
pada tanggal . 72090



Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupﬁu Laposran P_ nggunaan

_?ana I-Iibah untuk anulan ...... seju

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN .........

Z 3 e

Pencetakan Daftar Pemilih

Pengadaan Kotak Suara

Honorarium

Gt R L) [

Dst

TOTAL

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibabh,

...............................
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PRUPATIEMPAWAH 0

Uiundangkan di M
pada tanggal -2 ..::?P.%
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NA

HABUPATEN MEMPAWAH

120uN (2020, nomor ... 10.........




73 P T Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat

}*ang selanjumya disebut PITHAK KEDUA. ﬁ
PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak .......... unit dengan nilai
SEbesaI Rp ------- s suraraane EEETE ( mamkErarrrERrr R R s sessasene aenen . . van

rupiah) untuk dmibahkan kepada PIH.AK KEDUA.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
BUPATI MEMPAWAH/ KETUA
PEJABAT YANG MEWAKILI LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI
(......'.‘.‘.‘.'.l IIIII l.ll..'.l.l'.) ( IIIIII Q.lII.".II....'..'..I'..‘I.I..)

FBUPATI MPAWA}(‘/

SEKRETARIS KABUPATEN MEMPAWAH

NA

I

serI T oAe Al KABUPATEN MEMPAWAH
TaKuN 2020 nomoR ....L0



Tempat, tanggal......
Penerima hibah ................

R R R

f’BUPATI MPAWAH

Diundangkan di

ah
pada tanggal .......2!?3 NA
SEKRETARIS RAH KABUPATEN MEMPAWAH

iL
BEFITA/DALRAH KABUPATEN MEMPAWAH
2330 yomor ...\ D........



Sehubungan deﬂgﬂ.ﬂ ﬂdﬁ.ﬂya kﬂglam.ﬂ i Teresssasiesniaiaas; kami
""" wone. (Kelompok/Anggota Masyarakat) —............... bermak:

mengusulka.n permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasﬂmsl
kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp............

......... e T Ty uu_nu_. serErraanas

( ................... SElsissssasrsnatananns R N Y PR P T L I

Treses Trrssssssasisiass CERT

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :
4.

b.

(s

Jumlah:Rp..................

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan
proposal kegiatan dimaksud.







(Tanggal)
KEPALA SKPD.....ccc0envnness

SESEBsETANETARSRRERRRERTET RSN



BERITA
TAHUN

H KABUPATEN MEMPAWAH
......... NomoR ...[0.........




Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

laepat sa,samx dauwpat !

da “"""""'f'"ahanmansosmlbwmgumlahuangdmbmgm&

diberikan kepada penerima bantuan sosial di K ¢
Mempawah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Mempawah tentang  Daftar
Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor ... Tahun .....
tentang APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran....... .

2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor ... Tahun ... tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran ........;

3. Peraturan Bupati Mempawah tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang
Tahun Anggaran ...............

Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang
untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan Bupati ini.

Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk
Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IT Keputusan
Bupati ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietatpkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dialakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .....................
Fadangpal .. coadaim o
BUPATI MEMPAWAH,

................................................
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BUPATI MEMPAWAH,

Dhundangkan di Mem

pada tanggal . i ..}ﬁb
SERRETARIS DAERAR KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA
TAHUN ..

H KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR

/%UPATI MPAWAH /\'

[L.A



Bersama ini kami sampaikan kepada Ba Bupan Lapoxan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan ...... umplgi{l Rpese ooy

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN .........

TOTAL

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

...............................




i

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial,

Diundangkan di Mempéwah
pada tanggal St .‘:.‘.‘Q?'lo
SEKRETARIS DAE KABUPATEN MEMPAWAH

AlL
AH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020, nomor ...AQ.........




2 e e e = i Ketua  Kelompok/Anggota

........ seeveresereesienne. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak .......... unit dengan nilai sebesar
R, (e e et T et ruplah) dlserahkan kepada PIHAK
KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
BUPATI MEMPAWAH/ KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
PEJABAT YANG MEWAKILI MASYARAKAT.........

: (SBU PATI\JEMPAWAH
Diundangkan di pawah
pada tanggal . ......m
SERRETARIS D H KABUPATEN MEMPAWAL

LY
# INA

IL



Diundangkan di M h
pada tanggal .. P dvied o
SEKRETARIS DAE@AH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATEN MEMPAWAH
NOMOR ... 400

I R I

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 20....

BUPATIMEMPAWAH,

KBUPATI MPAWAH f"
N



